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BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat

disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. pengaturan hukum yang digunakan dalam proses pengelolaan limbah

sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Nomor P.56/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2016 tentang

Persyaratan Dan Tata Cara Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan

Beracun serta surat keputusan menteri kesehatan Nomor

HK.0202/1/3529/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Limbah Bahan

Berbahaya Dan Beracun Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. tetapi

pengembangannya masih kurang dikarenakan masih adanya beberapa

permasalahan terkait kapasitas dan kondisi infrastruktur yang

mempengaruhi efektivitas pengelolaan limbah.RSUD Merauke tetap

mematuhi regulasi yang berlaku menurut Peraturan Pemerintah Nomor

22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup engatur tata cara pengelolaan limbah bahan

berbahaya, termasuk limbah medis, yang mencakup aspek pengumpulan,

transportasi, dan pemusnahan limbah yang aman dan sesuai dengan

standar lingkungan. Dengan hal tersebut dapat meningkatkan kualitas

pengelolaan limbah medis secara keseluruhan, menjaga keamanan dan
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kesehatan staf serta masyarakat sekitar, serta mematuhi standar yang

ditetapkan untuk lingkungan yang bersih dan sehat.

2. kendala-kendala yang terjadi yaitu ketersediaan peralatan yang kurang

lengkap, seperti mesin incinerator untuk pembakaran limbah medis.

Lahan yang tersedia juga tidak efektif untuk kegiatan pembakaran

limbah medis ini, serta tempat pembuangan sementara yang tidak layak.

Akibatnya, meskipun seharusnya pembakaran limbah medis tidak

melebihi 150kg per sesi, namun terkadang mencapai 300kg karena

jumlah limbah yang berlebihan. Limbah yang masih melebihi kapasitas

tersebut kemudian ditempatkan sementara di Tempat Penampungan

Sementara (TPS). Kondisi ini menunjukkan bahwa RSUD Merauke

menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan limbah medis, terutama

terkait dengan infrastruktur dan peralatan yang tidak memadai untuk

mengelola limbah medis dengan aman dan efektif sesuai standar yang

ditetapkan. Penyimpanan limbah khusus seperti benda tajam dan bahan

kaca dilakukan dengan menempatkannya dalam drum. Hal ini

disebabkan oleh keterlambatan dalam proses administratif, yaitu

menunggu surat resmi dari bupati yang mengarahkan pembuangan

residu hasil pembakaran ke area pembuangan yang ditetapkan oleh

Dinas Lingkungan Hidup. Dalam konteks pengelolaan limbah medis,

proses ini menunjukkan pentingnya mematuhi regulasi dan prosedur

yang ditetapkan untuk memastikan limbah medis dikelola dengan aman

dan sesuai peraturan
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B. Saran

Berikut adalah beberapa saran untuk pengolahan limbah medis di RSUD

Merauke berdasarkan kondisi yang telah dijelaskan.

1. Peningkatan Infrastruktur dan Peralatan: Melakukan investasi dalam

infrastruktur yang lebih baik untuk pengelolaan limbah medis, seperti

memperbaiki atau mengganti mesin incinerator yang sudah ada jika

diperlukan, serta memastikan semua peralatan terkait pengelolaan

limbah berfungsi dengan baik;

2. Sistem Penyimpanan yang Aman: Menyediakan fasilitas penyimpanan

sementara limbah medis yang aman dan sesuai standar, seperti drum

yang terbuat dari bahan yang tahan terhadap benda tajam dan bahan

kaca, serta memastikan drum tersebut tertutup rapat dan ditempatkan di

area yang terkendali;

3. Pemantauan dan Pengendalian Limbah: Mengimplementasikan sistem

pengawasan dan pengendalian yang ketat terhadap jumlah dan jenis

limbah medis yang dihasilkan, termasuk penanganan limbah berbahaya

seperti benda tajam dan bahan kaca.

Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan RSUD Merauke dapat

meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam pengelolaan limbah medis,

serta mematuhi standar yang ditetapkan untuk menjaga lingkungan dan

kesehatan masyarakat sekitar.
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Lampiran

16/04/2024

Gambar 1. Penumpukan Limbah khusus benda tajam dan bahan kaca
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Gambar 2. Proses Penimbangan Limbah Sebelum Dimusnahkan
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Gambar 3. Proses Pembakaran Limbah RSUD Merauke
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Gambar 4. Sisa Limbah Tajam Dimasukan Drum Dan Di Cor

 

 



51

18/05/2024

Gambar 5. Sisa Limbah Pembakaran
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Gambar 6. Tempat Pembuangan Sementara Sisa Limbah RSUD

 

 


